KPK 2025

Komisi Pemberantasan Korupsi

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Februari 2026/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA . DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
I. DATA PRIBADI
1. Nama : DELVI MANALU
2. Jabatan : KEPALA SEKSI HUKUM
3. NHK : 133115
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 375.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 96 m2/72 m2 di KAB / KOTA KOTA
MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m2/54 m2 di KAB / KOTA KOTA
MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 100.000.000
1. MOBIL, AVANZA TOYOTA Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.
90.000.000

2. MOTOR, YAMAHA 2 DP RAT Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.

10.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 28.000.000
D. SURAT BERHARGA Rp. -
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 18.500.000
F. HARTA LAINNYA Rp. -
Sub Total Rp. 521.500.000
. HUTANG Rp. 186.560.856
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 334.939.144
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
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Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
I. DATA PRIBADI
1. Nama © YENNY
2. Jabatan : KEPALA BAGIAN UMUM
3. NHK : 152322
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.386.000.000

1. Tanah Seluas 113 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI
Rp. 24.000.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/60 m2 di KAB / KOTA
TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 635.000.000

3. Tanah dan Bangunan Seluas 75 m2/75 m2 di KAB / KOTA
TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 730.000.000

4. Tanah dan Bangunan Seluas 32 m2/32 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 505.000.000

5. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/40 m2 di KAB / KOTA KOTA
SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 217.000.000

6. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/60 m2 di KAB / KOTA KOTA
SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 205.000.000

7. Tanah Seluas 116 m2 di KAB / KOTA OGAN KOMERING ILIR,
HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000

8. Tanah Seluas 124 m2 di KAB / KOTA OGAN KOMERING ILIR,
HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 231.000.000

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL SENDIRI

Rp. 1.000.000
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2. MOTOR, HONDA X1HO2N2N35MI AT Tahun 2019, HASIL
SENDIRI Rp. 10.000.000

3. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp.

220.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 170.500.000
D. SURAT BERHARGA Rp.
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 434.843.465
F. HARTA LAINNYA Rp. -==
Sub Total Rp. 3.222.343.465
. HUTANG Rp. 47.522.991
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 3.174.820.474
Catatan:

1.

Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA . DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
I. DATA PRIBADI
1. Nama : RACHMAT KURNIAWAN
2. Jabatan : KEPALA SUBDIREKTORAT STANDARDISASI PENILAIAN PROPERTI DAN

SUMBER DAYA ALAM

3. NHK . 481937
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 651.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/90 m2 di KAB / KOTA BEKASI,
HASIL SENDIRI Rp. 651.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 284.500.000
1. MOTOR, HONDA BLADE Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp.
2.000.000
2. MOTOR, YAMAHA SOLO Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.
7.500.000
3. MOBIL, HYUNDAI STARGAZER 1500 IVT Tahun 2023, HASIL
SENDIRI Rp. 275.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 205.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. 31.167.000

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 736.017.907

F. HARTA LAINNYA Rp. -

Sub Total Rp. 1.908.184.907

. HUTANG Rp. 85.540.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 1.822.644.907
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
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Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA . DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
I. DATA PRIBADI
1. Nama : TOMY JONATAN
2. Jabatan : PEJABAT FUNGSIONAL PENILAI PEMERINTAH AHLI MUDA
3. NHK . 766315
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 120.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 20 m2/28 m2 di KAB / KOTA KOTA
SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. ===

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 35.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. 275.200.000

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 121.550.000

F. HARTA LAINNYA Rp. 1.698.758.565

Sub Total Rp. 2.251.008.565

. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 2.251.008.565
Catatan:

1.

Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA . DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
I. DATA PRIBADI
1. Nama : TOMY JONATAN
2. Jabatan : PEJABAT FUNGSIONAL PENILAI PEMERINTAH AHLI MUDA
3. NHK . 766315
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 120.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 20 m2/28 m2 di KAB / KOTA KOTA
SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. ===

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 35.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. 275.200.000

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 121.550.000

F. HARTA LAINNYA Rp. 1.698.758.565

Sub Total Rp. 2.251.008.565

. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 2.251.008.565
Catatan:

1.

Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA . DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
I. DATA PRIBADI
1. Nama : DIMAS PRATAMA
2. Jabatan : KEPALA SEKSI INFORMASI
3. NHK . 786617
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 878.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 136 m2/70 m2 di KAB / KOTA KOTA
BATAM , HASIL SENDIRI Rp. 878.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 98.500.000
1. MOBIL, TOYOTA VELOZ Tahun 2013, WARISAN Rp. 95.000.000

2. MOTOR, YAMAHA MIO SOUL Tahun 2011, LAINNYA Rp.

3.500.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 95.705.000
D. SURAT BERHARGA Rp.
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 15.855.794
F. HARTA LAINNYA Rp. -
Sub Total Rp. 1.088.060.794
. HUTANG Rp. 748.383.578
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 339.677.216
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen vyang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
I. DATA PRIBADI
1. Nama : ROSTINA
2. Jabatan : KEPALA SEKSI PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA I
3. NHK : 814848
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 840.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 192 m2/90 m2 di KAB / KOTA ACEH
BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/100 m2 di KAB / KOTA PIDIE,
Rp. 75.000.000

3. Tanah Seluas 150 m2 di KAB / KOTA PIDIE, Rp. 65.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 218.500.000

1. MOTOR, HONDA D1B02N12L2 A/T Tahun 2019, HASIL SENDIRI
Rp. 16.000.000

2. MOTOR, HONDA - Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000

3. MOTOR, HONDA - Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000

4. MOBIL, HONDA H RV MINI BUS Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.

195.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 63.000.000
D. SURAT BERHARGA Rp. . |
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 61.000.000
F. HARTA LAINNYA Rp. -
Sub Total Rp. 1.182.500.000
. HUTANG Rp. 450.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 732.500.000
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id.
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Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan
sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh
Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang
bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara
Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk
bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Februari 2025/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA . DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
I. DATA PRIBADI
1. Nama © RIYANIETA SETIYA PUTRI
2. Jabatan : KEPALA SEKSI KEPATUHAN INTERNAL
3. NHK . 837206
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.470.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 376 m2/286 m2 di KAB / KOTA KOTA
BANDA ACEH , Rp. 1.150.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 214 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA
BANDA ACEH , Rp. 320.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 159.500.000
1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2008, HASIL SENDIRI
Rp. 3.500.000
2. MOBIL, NISSAN MINIBUS Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp.
70.000.000

3. MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.

86.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. -=--
D. SURAT BERHARGA Rp. -—--
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 17.000.000
F. HARTA LAINNYA Rp. -
Sub Total Rp. 1.646.500.000
. HUTANG Rp. 674.600.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 971.900.000
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
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dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA . DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
I. DATA PRIBADI
1. Nama : ELSA MARTA OKTAVIA
2. Jabatan : KEPALA BIDANG PENILAIAN
3. NHK . 867822
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. L3
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 4.150.000

1. MOTOR, HONDA SUPRA X 125 X 125 Tahun 2012, HASIL
SENDIRI Rp. 4.150.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 5.850.000

D. SURAT BERHARGA Rp. 6.392.000

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 25.429.648

F. HARTA LAINNYA Rp. 8.213.200

Sub Total Rp. 50.034.848

. HUTANG Rp. 1.016.127.927

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. -966.093.079
Catatan:

1.

Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA . DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
I. DATA PRIBADI
1. Nama © KARTIKA RIZNI MAHARDIKHA
2. Jabatan : KEPALA SUBBAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA
3. NHK . 892554
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.000.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 457 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA
BENGKULU , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 97.000.000
1. MOBIL, AYLA M/T TIPE M Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.
90.000.000

2. MOTOR, YAMAHA FICTION Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp.

7.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 5.000.000
D. SURAT BERHARGA Rp. ----
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 2.000.000
F. HARTA LAINNYA Rp. -—--
Sub Total Rp. 1.104.000.000
. HUTANG Rp. 526.495.200
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 577.504.800
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
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Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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2025

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : SEKRETARIAT JENDERAL
I. DATA PRIBADI
1. Nama : SOFYAR NAZWAR IRFANSYAH
2. Jabatan : KEPALA SUBBAGIAN ADVOKASI IC
3. NHK : 938807
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp.

mom o 0

PENGUMUMAN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

1. Tanah dan Bangunan Seluas 137 m2/145 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 966.051.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 93 m2/90 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000

3. Tanah Seluas 214 m2 di KAB / KOTA KOTA BANJARBARU ,
HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000

4. Tanah Seluas 214 m2 di KAB / KOTA KOTA BANJARBARU ,
HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000

5. Tanah dan Bangunan Seluas 102 m2/102 m2 di KAB / KOTA
SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp.

1. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA V/AT Tahun 2015, HASIL
SENDIRI Rp. 155.000.000
2. MOTOR, HONDA SPD MOTOR Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp.

19.400.000
HARTA BERGERAK LAINNYA Rp.
SURAT BERHARGA Rp.
KAS DAN SETARA KAS Rp.
HARTA LAINNYA Rp.

Sub Total Rp.

1.936.051.000

174.400.000

12.500.000

133.363.029

2.256.314.029
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1. HUTANG Rp.
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 2.256.314.029
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA . DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
I. DATA PRIBADI
1. Nama © VIGOR ARYA DANAN JAYA
2. Jabatan : KEPALA SEKSI PIUTANG NEGARA I
3. NHK : 985169
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. L3
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 84.500.000

1. MOBIL, HONDA CRV Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 78.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp.

6.500.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. -
D. SURAT BERHARGA Rp. -—--
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 102.488.854
F. HARTA LAINNYA Rp. 145.596.000
Sub Total Rp. 332.584.854
. HUTANG Rp. 289.832.217
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 42.752.637
Catatan:

1.

Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Agustus 2025/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA . DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
I. DATA PRIBADI
1. Nama : ALI FIKRI TAMAMI
2. Jabatan : KEPALA SEKSI PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA Il
3. NHK 1023240
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.100.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/72 m2 di KAB / KOTA KOTA
BEKASI , HASIL SENDIRI Rp. 1.100.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 119.000.000
1. MOBIL, TOYOTA NAV1 Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp.
90.000.000
2. MOTOR, YAMAHA FAZZIO Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp.
19.000.000
3. MOTOR, YAMAHA MIO SOUL GT Tahun 2017, HASIL SENDIRI
Rp. 10.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 174.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. -

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 35.650.028

F. HARTA LAINNYA Rp. -

Sub Total Rp. 1.428.650.028

lll. HUTANG Rp. 1.305.251.830

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 123.398.198
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
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Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA . DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
I. DATA PRIBADI
1. Nama : AMIR HAMZAH
2. Jabatan : KEPALA BIDANG PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA
3. NHK : 113077
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 220.500.000

1. Tanah Seluas 315 m2 di KAB / KOTA DELI SERDANG, HASIL
SENDIRI Rp. 220.500.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 200.000.000
1. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA LUXURY MINIBUS Tahun
2014, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 134.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 107.093.983

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 662.093.983

. HUTANG Rp. 1.339.842.980

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-11T) Rp. -677.748.997
Catatan:

.k

.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari

elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
I. DATA PRIBADI
1. Nama © LILYAN
2. Jabatan : KEPALA SEKSI PIUTANG NEGARA |
3. NHK 124797
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.290.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 160 m2/48 m2 di KAB / KOTA KOTA
BANDAR LAMPUNG , HASIL SENDIRI Rp. 860.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 193 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA
BANDAR LAMPUNG , HASIL SENDIRI Rp. 430.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 2.300.000

1. MOTOR, YAMAHA XEON Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp.

2.300.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 12.200.000
D. SURAT BERHARGA Rp. ----
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 589.500
F. HARTA LAINNYA Rp. -—--
Sub Total Rp. 1.305.089.500
. HUTANG Rp. 1.123.082.798
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 182.006.702
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
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Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA . DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
I. DATA PRIBADI
1. Nama © KHAIRUNSYAH
2. Jabatan : KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA
3. NHK . 158287
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.325.000.000

1. Tanah Seluas 109 m2 di KAB / KOTA DELI SERDANG, HASIL
SENDIRI Rp. 375.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 131 m2/80 m2 di KAB / KOTA DELI
SERDANG, Rp. 375.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA
MEDAN , HASIL SENDIRI Rp. 575.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 166.000.000
1. MOBIL, TOYOTA RUSH Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp.
160.000.000

2. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.

6.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 55.945.000
D. SURAT BERHARGA Rp. 37.894.467
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 178.937.802
F. HARTA LAINNYA Rp. -
Sub Total Rp. 1.763.777.269
. HUTANG Rp. 1.116.848.809
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 646.928.460
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
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dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA . DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
I. DATA PRIBADI
1. Nama © IQBAL YASIR SIREGAR
2. Jabatan : KEPALA SEKSI BIMBINGAN LELANG |
3. NHK . 178427
II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp.

1. Tanah dan Bangunan Seluas 101 m2/65 m2 di KAB / KOTA DELI

SERDANG, HASIL SENDIRI Rp.

350.000.000

2. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA DELI SERDANG, HASIL

SENDIRI Rp. 100.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp.

1. MOTOR, YAMAHA MIO SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL

SENDIRI Rp. 3.000.000

2. MOTOR, HONDA VARIO 110 Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.

3.000.000

3. MOBIL, DAIHATSU TERIOS TX ADVENTURE Tahun 2012, HASIL

SENDIRI Rp. 100.000.000
HARTA BERGERAK LAINNYA
SURAT BERHARGA

KAS DAN SETARA KAS

mm o 0

HARTA LAINNYA

Sub Total

. HUTANG

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111)

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

450.000.000

106.000.000

30.000.000

120.050.000
706.050.000
698.000.000

8.050.000

Catatan:
1.Rincian harta kekayaan dalam lembar

ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



KPK 2025

Komisi Pemberantasan Korupsi

dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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2025

PENGUMUMAN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT KERJA . DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

I. DATA PRIBADI
1. Nama : MAHMUD ASHARI
2. Jabatan . KEPALA SEKSI PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA |
3. NHK . 402557

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN
1. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA Aceh Besar, HASIL SENDIRI
Rp. 140.000.000
2. Tanah Seluas 467 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL
SENDIRI Rp. 350.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 340 m2/198 m2 di KAB / KOTA ACEH
BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN
1. MOBIL, Toyota Avanza S Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp.
55.000.000
2. MOTOR, Honda Beat pgm vi full injection Tahun 2016, HASIL
SENDIRI Rp. 5.500.000
3. MOBIL, HONDA JAZZ Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.
200.000.000
HARTA BERGERAK LAINNYA
SURAT BERHARGA
KAS DAN SETARA KAS

mom o 0

HARTA LAINNYA
Sub Total
Ill. HUTANG

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-11T)

Rp.

Rp.

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

1.290.000.000

260.500.000

303.000.000

62.150.000
1.915.650.000
621.100.000
1.294.550.000

Catatan:
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1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA . DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
I. DATA PRIBADI
1. Nama : RAHMAT ARIEF
2. Jabatan : KEPALA SEKSI PENILAIAN |
3. NHK : 769199
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.790.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 99 m2/64 m2 di KAB / KOTA KOTA
BANDA ACEH , HASIL SENDIRI Rp. 825.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 192 m2/110 m2 di KAB / KOTA KOTA
BANDA ACEH , HASIL SENDIRI Rp. 965.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 29.000.000

1. MOBIL, NISSAN LIVINA Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp.

29.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ===
D. SURAT BERHARGA Rp. ----
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 43.000.000
F. HARTA LAINNYA Rp. -—--
Sub Total Rp. 1.862.000.000
. HUTANG Rp. 335.989.968
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 1.526.010.032
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
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Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA . DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
I. DATA PRIBADI
1. Nama : AL IMAM ASSAUQI
2. Jabatan : PEJABAT FUNGSIONAL PENILAI PEMERINTAH PERTAMA
3. NHK . 836764
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. L3
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 4.500.000

1. MOTOR, YAMAHA 44D (XEON) Tahun 2010, LAINNYA Rp.

4.500.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. —
D. SURAT BERHARGA Rp.
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 25.000.000
F. HARTA LAINNYA Rp. ol
Sub Total Rp. 29.500.000
. HUTANG Rp.
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 29.500.000
Catatan:

1.

Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA . DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
I. DATA PRIBADI
1. Nama © RIYANIETA SETIYA PUTRI
2. Jabatan : KEPALA SEKSI KEPATUHAN INTERNAL
3. NHK . 837206
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.550.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 376 m2/286 m2 di KAB / KOTA KOTA
BANDA ACEH , Rp. 1.150.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 214 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA
BANDA ACEH , Rp. 400.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 136.000.000
1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2008, HASIL SENDIRI
Rp. 3.000.000
2. MOBIL, NISSAN MINIBUS Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp.
63.000.000

3. MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.

70.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. -=--
D. SURAT BERHARGA Rp. -—--
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 20.000.000
F. HARTA LAINNYA Rp. -
Sub Total Rp. 1.706.000.000
. HUTANG Rp. 976.677.841
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 729.322.159
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
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dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA . DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
I. DATA PRIBADI
1. Nama : DIAN SETIAWAN DAMANIK
2. Jabatan : PEJABAT FUNGSIONAL PENILAI PEMERINTAH PERTAMA
3. NHK . 864309
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 625.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA
MEDAN , HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m2/100 m2 di KAB / KOTA
SIMALUNGUN, HASIL SENDIRI Rp. 425.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 200.000.000
1. MOBIL, TOYOTA AVANZA VELOZ Tahun 2022, HASIL SENDIRI
Rp. 200.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ===

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 9.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. -—--

Sub Total Rp. 834.000.000

. HUTANG Rp. 620.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 214.000.000
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
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Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA . DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
I. DATA PRIBADI
1. Nama © RIZKA HUTAMI
2. Jabatan : PEJABAT FUNGSIONAL PENILAI PEMERINTAH MUDA
3. NHK . 888571
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 435.000.000

1. Tanah Seluas 90 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR ,
HASIL SENDIRI Rp. 215.000.000

2. Bangunan Seluas 33 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR ,
HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 55.000.000

1. MOBIL, NISSAN MARCH Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp.

55.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 50.000.000
D. SURAT BERHARGA Rp. 150.062.871
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 351.934.195
F. HARTA LAINNYA Rp. -—--
Sub Total Rp. 1.041.997.066
. HUTANG Rp. 203.213.782
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 838.783.284
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
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Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA . DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
I. DATA PRIBADI
1. Nama : ALI FIKRI TAMAMI
2. Jabatan : KEPALA SEKSI PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA Il
3. NHK 1023240
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.100.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/72 m2 di KAB / KOTA KOTA
BEKASI , HASIL SENDIRI Rp. 1.100.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 115.000.000
1. MOBIL, TOYOTA NAV1 Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp.
88.000.000
2. MOTOR, YAMAHA FAZZIO Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp.
18.000.000

3. MOTOR, YAMAHA MIO SOUL GT Tahun 2017, HASIL SENDIRI

Rp. 9.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 174.000.000
D. SURAT BERHARGA Rp. -
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 28.007.417
F. HARTA LAINNYA Rp. -
Sub Total Rp. 1.417.007.417
lll. HUTANG Rp. 1.270.479.558
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 146.527.859
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
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Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



